PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN PASER TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER,

Menimbang

Mengingat

a.

Bahwa untuk melaksanakan Pasal 239 ayat (2) dan ayat (3)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah, Perencanaan Penyusunan Peraturan
Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala
Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan
skala prioritas perlu dituangkan dalam Program
Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser;

Bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten
Paser sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mendapat
penetapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Paser;

Bahwa Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah
Kabupaten Paser Tahun 2026 dituangkan dan ditetapkan
dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Paser.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor
9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841)



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi,
Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6197);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) .

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Paser Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Paser Tahun 2024 Nomor 57).

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Paser Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penetapan Personalia
dan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Paser sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Paser Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Paser Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penetapan Personalia
dan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Paser.

Hasil Rapat Kordinasi Badan Pembentukan Peraturan
Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser
Bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Paser dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Paser
Pengusul pada hari Selasa, tanggal 14 Oktober 2025.

Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser pada Rapat
Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Paser Dalam Rangka Penetapan Program Pembentukan
Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026, Pada Hari
Kamis, tanggal 27 November 2025;

Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Paser dalam rangka Penetapan Program
Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Tahun
2026, Pada Hari Kamis, tanggal 27 November 2025.

MEMUTUSKAN :

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PASER TAHUN 2026

Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser
Tahun 2026 adalah sebagaimana terlampir dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Paser
sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, dipergunakan
sebagai dasar pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026;

Menyampaikan Keputusan ini Kepada Gubernur Kalimantan
Timur dan Bupati Paser untuk melengkapi Administrasi Produk
Hukum Daerah Kabupaten Paser;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal 27 November 2025

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABURATEN PASER,



Lampiran :

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Paser Nomor 13 Tahun 2025 Tentang
Penetapan Program Pembentukan Peraturan
Daerah Kabupaten Paser Tahun 2026

MATRIK PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER

TAHUN 2026
DISERTAI KET.
NO JUDUL RANCANGAN PERATURAN MATERI YANG DIATUR STATUS KETERKAITAN PEMRAKARSA
DAERAH DENGAN PERATURAN Naskah | Penjelasan
PERUNDANG- Akademik Atau
UNDANGAN LAINNYA Keterangan
1 ncangan Peraturan Daer enjelaskan tentang perubahagl PERUBAHAN BADAN ADA
bupaten Paser tentang Perubahanfanggaran/keuangan daerah tahu KEUANGAN DAN
ggaran Pendapatan dan Belanja2026 ASET DAERAH
aerah Tahun Anggaran 2026
2 ancangan Peraturan Daer: engatur Anggaran Pendapatanj BARU BADAN ADA
abupaten Paser tentang Anggar an Belanja Pemerintah Daerah KEUANGAN DAN
endapatan dan Belanja Daer: ahun 2027 ASET DAERAH
ahun Anggaran 2027
3 ncangan Peraturan Daer enjelaskan tentang Penggunaan| BARU BADAN ADA
bupaten Paser tentanglKeuangan Daerah Tahun 2025 KEUANGAN DAN
ertanggungjawaban Pelaksana: ASET DAERAH
ggaran Pendapatan dan Belanj
aerah Tahun Anggaran 2025
4 ancangan Peraturan Daer engan adanya  permendagri BARU DENGAN BADAN ADA
abupaten Paser tentang Pedom omor 7 Tahun 2024 maka perl PENCABUTAN KEUANGAN DAN
engelolaan Barang Milik Daerah dilakukan penyesuaian dal ASET DAERAH
Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2019.
5 |Rancangan Peraturan Daer ebudayaan termasuk dalam| BARU DINAS ADA
Kabupaten Paser tentang Pemajuanjurusan Pemerintahan Wajib yang PENDIDIKAN DAN
[Kebudayaan idak berkaitan dengan Pelayanan KEBUDAYAAN
asar (Pasal 12 ayat (2)), se
piran huruf V, Sub Urus




Hiebudayaan, dimana Kewenangan

abupaten:

a. Pengelolaan kebudayaan
yang masyarakat pelakunyaj
dalam Daerah|
kabupaten/kota. b.
Pelestarian  tradisi yang
masyarakat

b. penganutnya dalam Daerah
kabupaten/kota.

c. Pembinaan lembaga adaf]
yang penganutnya dalam]
Daerah kabupaten/kota.

6 ncangan Peraturan Daer engan adanya perub BARU DENGAN DINAS ADA
Ezbupaten Paser tentangjregulasi terkait penyelenggaraaa PENCABUTAN PENANAMAN
enyelenggaraan Penanaman Modal nanaman modal, maka Perd MODAL DAN
omor 9 Tahun 2004 tentang PELAYANAN
enanaman Modal di Kabupaten TERPADU SATU
aser, sudah tidak sesuai dengan PINTU
erkembangan saat ini, sehingg
ibutuhkan penyesuaian terhadagl
turan tersebut.
7 ancangan Peraturan Daer: ahwa Pemerintah Pusat memili PERUBAHAN BADAN ADA
abupaten Paser tentang Perubah ubungan  keuangan = denga PENDAPATAN
erda Nomor 1 Tahun 2024 tentangldaerah untuk membiay DAERAH
ajak Daerah dan Retribusi Daerah nyelenggaraan uru
emerintahan yang diserahka
an/atau  ditugaskan kepad
aerah. Salah satu hubung
euangan tersebut berup

emberian sumber penerimaa
aerah berupa pajak daerah da
etribusi daerah. Sebagaima




Pasal 286 UU Nomor 23 Tahu
2014 bahwa Pajak Daerah d
etribusi  Daerah ditetapkan
engan peraturan daerah.

8 ancangan Peraturan Daer erdasarkan Pasal 304 UU Nomor BARU BADAN ADA
abupaten Paser tentang Penyertaan|23 Tahun 2014, Daerah dapat KEUANGAN DAN
odal Pemerintah Daerah padajmelakukan penyertaan modal ASET DAERAH
erusahaan Umum  Daerah ifjpada badan usaha milik negaral
inum Tirta Kandilo dan/atau BUMD
9 ancangan Peraturan Daer: rusan Pemerintahan Bidang BARU DEWAN ADA DINAS
abupaten Paser tentangSosial: Sub-Bidang: No.4 PERWAKILAN SOSIAL
enanggulangan Kemiskinan erlindungan dan Jaminan Sosial: RAKYAT DAERAH
endataan dan pengelolaan datg
akir miskin cakupan Daerah
ab/Kota
10 |Rancangan Peraturan DaerahjUrusan Pemerintahan  Bidang BARU DEWAN ADA DINAS
Kabupaten Paser tentangKepemudaan dan Olahraga: Sub. PERWAKILAN PARIWISA
[Pembangunan Kepemudaan idang No.1 Kepemudaan: RAKYAT DAERAH TA,
Penyadaran, Pemberdayaan, PEMUDA
an pengembangan kepemudaan DAN
erhadap pemuda pelopor, LAHRA
ab/kota, wirausaha muda| GA
emula, dan pemuda kader
ab/kota.
Pemberdayaan da
engembangan oraganisa%l
epemudaan  Tingkat daera
ab/kota
11 ancangan Peraturan DaerahjMengatur peran pemerintahj BARU DEWAN ADA BAGIAN
abupaten Paser tentang Fasilitasidaerah dalam memfasilitasi PERWAKILAN KESRA
Pesantren engembangan Pesantren. - RAKYAT DAERAH SETDA
KAB

PASER




12 |Rancangan Peraturan DaerahjMengatur peran pemerintah| BARU DEWAN ADA DINAS
Kabupaten Paser tenta;%/laerah dalam mengendalikan dan PERWAKILAN PERINDU
Pengendalian dan Pengawasanjmengawasi peredaran minuman RAKYAT DAERAH STRIAN,
Minuman Beralkohol beralkohol PERDAG

ANGAN,
KOPERAS
[ DAN
[USAHA
MIKRO

: KECIL

13 |Rancangan Peraturan DaerahlPeran pemerintah dalam menata] BARU DEWAN ADA DINAS
Kabupaten Paser tentang Penata2§|dan menggendalikan PERWAKILAN PARIWISA|
dan Pengendalian Tempat Hiburanjpenyelenggaraan tempat Hibura_nJ RAKYAT DAERAH TA,
dan Rekreasi dan rekreasi berupa: usaha seni PEMUDA

pertunjukan, arena permainan, DAN
karaoke, serta kegiatan hiburan| |OLAHRA
dan  rekreasi lainnya yang GA
bertujuan untuk pariwisata.

WAKIL KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUBATEN.PASER




